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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belaketrg

Altifitas yang ada pada pasa. baik itu pasar tradisional maupun pasar modem

pada intinya kegiatannya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara

produsen dengan konsumen, penjual dengan pembeli' dan antara pelaku usaha

dengan masyamkat konsumen Pasar memainkan peranan penting dalam

pcrekomian, karena harga-harga terbentuk di pasar' Makna pasar sedra sempii

bisa diartikan sebagai tempat barang atau jasa diperjualbelikan, sedangkan d:lam

arti yang lebih luas pasar bisa diartikan sebagai tempat dimana penjual dan

pembeli saling berinteraksi untuk menenlukan harga di Pasar' Pengertian pasar

tidak terbatas pada suatlr tempat tertentu, melainl<an meliputi suatu daerah di suatu

negar4 bahkan meliputi dunia intemasional i Pasar juga bisa diartikan tempat

teiadinla tanssksi antara permintaan dan penawaran, djmana transaksi jual beii

terjadi setelah ada kcseimbangan antara permintaan dan penawaran 2

Pasar yeng berkembang akan membawa dampak positif bagi kehidupan

masyarakat. Masyarakat akan semakin seiahtera, kebutuhan akan pembangunar

juga diperoleh di pasar. Selain ittr negara memperoleh pemasukan dari at'1it}as

pasar melalui pajak dan retribusi. Penerimaan tersebut dapat digunkan sebagai

salah satu sumber pembangunan daemh maupun n3sional l Pertumbuhan ekononli

yang dimulai da pasar tersebut tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah

Seperti diketahui sebelum adanya pusat-pusal perbe)anjaan seperti mal juga

minimarket, supermarket hingga hypennarker, telah lebih dulu ada pasar

tadisional yafig berperan penting mencukupi kebutuhan masyarakat Didalam

segmen pasar, banyak yang beranggapan pasar lradisional dan pasar modem

l suparm;yarsrh dkl. Ekonomi untuk svP I(elas vu. Jakarla- 2004.
: Su;rolo dan Daro Wahluni, Pengetahuan SosialEkonom;, Jakana,2004'
rhft p:rww.kompasiana.com,mPdyusuf/Peranan pa!ar-dalm_kegia1an-

ekonomi 55 lfd85 8ai3l l 1ei2bb67527, 24 Juni 20ll.



memiliki segmen pasar.vang berbeda, tetapi kenyataannya keduanya memiliki

segmen pasar yang sama. hal ini yang menyebabkan terjadinya persaingan bebas

diantara pasar tradisional dan pasar modem.

Ada beberapa ancalnan yang muncul ketika pasar modem mendominasi dan

pasar tradisional tidak dapat bersaing, yaitua :

L Mematikan warung-warung tradisional karena mengubah kebiasaan konsumen.

Posisi yang berdekatan anlar supemarkel, h)?ermarket atau minimarket

melalui keunggulan ,vang dimiliki dibandingkM dengan pasar tadisional di

kota-kota besar telah menyebabkan bepindahnya pembeli dari Pasar

tradisional ke pasar modem.

2. Perputaran uang di daerah, awalnya sebagian uang tersebut merupakan

konsl busi dari Usaha Kscil dan Menengah (UKN'I), tetapi seiring dengan

berkuranenya []KM dan pasar tradisional akibat kalah bersaing dengan pasar

modem otomatis akan mengecilkan peran mereka. Sementam disisi lain, pasar

modem tidak memberikan sumbangan secara signifikan pada perekonomian

lokal karena pendapatan yang diperoiah da pasa. modemhanya berupa ljin

Mendirikan Bangunan (lMB) dan pajak reklame.

3. Panjangnya masa kerja pasar modern cenderung be.operasi selama nrjuh hari

dalam seminggu (i65 hari atau 366 dalam setahun) dari mulai pukul 09.00

sampai puku! 22.00 fialam, bahkan sampai pukul 24.00 Lanpa hari libur'

Pemandangan justu berbeda dengan pasar tradisional yang jam waktu

kerjanla amat terbatas karena pedagang harus menyesuaikan dengan

kebutuhan konsumen dan meluangkan waktu bekerja untuk keluarganya.

Jika berbicara mengenai pertumbuhan pusat perbelanjaan, maka bisa

dikatakan semakin lahun semakin ban.vak pula berdirinya midmarket,

supermarket, h)?ermarkel, maupun pasar modem sepeni mal-mal yang

a weda Kupita & Rahadi wasi Binloro. "lmpelemenusi Kebijakan Zonasi Pase Tradisional

dan Pasar Modem (Sludi di Kabupal€n Purbalingga)".Jumal Dnamrka Hukm vol12 no-l. Januari

2012-
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keberadaannya terus menggeser pasar-Pasar tradisional di kota-kota seluruh

penjuru Indonesia, Sebagiafl besar masyaralQt di perkotaan cenderung unluk lebih

memilih berbelanja kebuuhan sehari-hari mereka di s\4'alayan atau supermarket

Hal ini antara lain dikarenakan sebagian besar warga kota adalah para pekerja arau

karyawan yang hanya memiliki wakru untuk berbelanja sehari-hari sattt mereka

pulang dari bekerja. SePerti kita kelahui jam operasional pasar tradisional yang

terkadang beroperasi di area jalan umum saat ini dibatasi hanya sampai pukul l0

pagi saja.

Semakin menjamurnya superlnarket di perkotaan, dimana suPermarket tidak

hanya menyediakan produk kemasan saja teEpi .juga sayuran dan buah-buahan'

membuat supermarket menjadi altematif utama saat warga kota ingin membeli

kebutuhannya. Kebersihan, kenyamanan dan kemudahan dalam befiransaksi

menjadikan pasar modem semakin kuat dan diminati akan keberadaannya'

Terdapat perb€daan yang mendasar anum pasar modem dengan pasar tradisional'

yaitu pada pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar harga sebelum

para pembeli dan penjual sepakat untuk rnelakukan transaksi jual beli' sedangkan

untuk pasar modem para pembeli hanya bisa setuju atas label harga yang sudah

te.pampang dirak-rak barang.

Adanya pasar modem memberikan dilcma dampak pada pemerintah, dimana

di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal dan juga

kepastian berusaha bagi para pelaku usaha. nzunun disisi lair dikeBatirkan akan

mematikan usaha para pedagang di pasar tradisional yang sudah terlebih dahuhr

ada.

Perkembangan pusat perbelanjaan yang begitu pesat memunculkan

keprihatinan bagi sebagian kalangan, karena pembangunan pasar modem yang

ridak tera r bisa mengakibatkan punahnya pasar tradisional atau toko-toko kecii

karena furunnya omzet mereka Semakin belkembangnya raksasa ritel adalah

ancaman bagi pasar tradisional, aturan jarak, zonasi dan tidak adanya batasan-

batasan lainnya. Bahkan sekarang pasar modem berdampingan dengan pasar
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tradisional. Setelah diterbitkan Perpres Nomor 1 l2 Tahun 2007 tentang Pembinaan

Pasar Tradisionai, Pusat Perbelanjaan dan foko Modem (selanjutnya disebur

Perpres No. M/2007) belum mampu memberikan iklim usaha yang kondusif bagi

keberlangsungan pasar tladisional.

Untuk itu dibutuhkan ileran negam khusumya pemerintah daerah yang

memiliki ke\renangan dalam membuat sualu regulasi. Selama ini pasar tradisiom.l

sudah memilikj tempat sendiri bagi warga masyarakat. Pasar tradisional bukan

hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, tetapijuga terdapat interaks;

sosial dan representasi nilai-nilai tradisional yang sangat peming dalam menjaga

ciri khas suatu daerah. Namun tanpa peran serta pemerintah, pasar tradisional bisa

saja tidak lama lagi akan hilang di wilayah perkotaan.

Keberlangsungan usaha produsen dalam negeri dan UKM untuk mendorong

produk dalam negeri bisa masuk di pasar ritel modem juga menjadi pen'nasalahan

yang penting untuk diperhatikan. Hal ini senada dengan arahan Menteri

Per&gangan Engganiasto Lukita, bahlia peme ntah mewajibkan para pelaku

ritel dan pusat perbelanjaan untuk memasok produk-produk domesrik.5 Tidak

hanya memasok Etapijuga menyediakan tempal klusus bagi produk UKM. Selair

ifu pemerintah diharapkan mampu memangkas rantai pengurusan bagi LMKM

yang ingin menjual dagangannya sendiri.6 Keberpihakan pelaku usaha di pasar

modem terhadap UMKM bisa dianikan bentuk tanggungjawab terhadap kondisi

ekonomi pelaku usaha lokal.

Dalam rangka Perlindungan Hukum untuk menciptakan iklim persaingzur

usaha )ang lebih sehat antara pasar tradisional. pusar perbelanjaan dan toko

swalayan maka pemerintah perlu menerbitkan sebuah peraturan yang mengatur

mengenai penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko

srxalayan. Dalam hal penataan Cikatakan dalam Perpres No. 112/2007. diatur oleh

jhrtpsr/'finanre-delik.com/beriia-ekonomi'bisnisrl,17455shendllq-siar-te$itkan-aluran-baru-

soal-pasar-dan-ousaFoe.b€lanj6an, diakses pada I 4 April 20i7.



pemerintah daerah. Aturan mengenai pengelolaan pasar t.adisional, pusat

perbelanjaan dan toko slualayan haruslah bersifat mandiri, artinya peraruran

tersebut tidak merugikan pasar tradisional dan memberdayakan pasa. tradisional

sehingga pemberdayaan pasar tradisional tersebut tidak menghalangi pefiumbuhan

pasar modem dan sebaliknya pasar modem tidak mematikan keberadaan dari

pasar-pasar kadisional. Selain itu juga perlunya diatur mengenai pedoman brgi

penyelenggara pasar tiadisional, pusat perbelanjMn dan toko suala)'an,

memberikan norna-norna keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan

dalam hubungannya antam pemasok barang dengan toko-toko swalayan dalam

lingkup paser modem.

2, IdeDtifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapar dilakukan identilikasi

masalah, yakni bahwa keberadun pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko

swalayan terbukti membawa dampak yang signiiikan terhadap roda perekonomian.

oleh karena itu merupakan suanr hal seharusnla menCapat perhatian dan Dcriu

dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pusat Perbelaniaan.

Dengan demikian pe.masalahan pusat perbelanjaan dengan Naskah Akadcmik

Rancangan Pemturan Daemh Kota Surabaya Tentang Pusat Perbelanjaan adalah

sebagai berikut:

l. Apa peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya dalam

pengendalian dan penataan pusat perbelanjaan agar keberlangsungan pasar

tradisional, pusd perbelanjaan dan toko swala]an lerlindungi dan telap

berkembang?

2. Apa upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam menberikan kepastia[ dan

keadilan dalam regulasi pengendalian dan penataan pasar tradisional, pusat

perbelanj aan dan toko swalayan?

3. Mengapa harus ada pengaturan terkait dengan Pusat Perbelanjaan di KoL']

Surabaya?



Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis. yuridis

pembentukan mncangan peratumn daerah mengenai Pusat Perbelanjaan di

Kota Su.abaya?

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan! jangkaoen,

dan arah pengaturM dalam rancangan perafuran daerah mengenei Pusat

Perbelanjaan di Kota Suabaya?

Bagaimana menyusun sebuah regulasi yang mengatur berdirinya sebuah

tempat usaha dalam lingkup yang kecil dan pasar dalam lingkup yang lebih

luas?

7. Bagaimana pengaturan mengenai keajasama antara produsen ataupun

IMKM ciengan pelaku usaha pemilik pasar atau toko swalayar agar tercipra

iklim usaha yang sehatl

3. Tujuan dan KegutraaD

Pembuatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk melakukan analisis sebagai

landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah, yang memberikan

arah, dan meneEpkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daeiah Tenrarg

Pusat Perbelanjaan. Selain itu, Naskah Akademik ini berupa kajian terhadap

landasan untuk perizinan pendirian, tata cara dan persyaratan perizinan,

pembinaan dan pengawasan, sena penentuan sanksi. agar Peratumn Daerah dapat

berjalan dan berlaku secara efeklifdan efisien.

Maka tujuan dari penpsunan Naskah Akademis iniadalah:

a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi dalam Pusat Perbelanjaan

di Kota Surabaya, sefla bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.

b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan

pembentukan Rancangan Perafumn Daerah sebagai dasar pemecahan

Pusat Perbelanj aan.

4.

5.



c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosolis. sosiologis, yuridis

pembentukan Rancangan Pemtuaan Daerah Pusat Perbelanjaan di Kota

Surabaya.

d. Menunuskan sasaftn yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,

jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturafl daerah

mengenai Pusat Perbelanjaan di Kota Sumbaya.

Adapun Keg-linaan pen)usunan N-askah Akademis ini adalah:

l. Memberikan kerangka perumusan ketentuan atau pasal-pasal dari

mncangan peratumn daerah mengenai Pusat Perbelanjaan di Kota

Surabaya.

2. Sebagai bahan masukan dalam pembahasan rancangan peratural

daerah mensenai Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya.

4. Metode Pendekatan

Penyusunan \askah Akademik ini pada dasamya adalah suaiu kegiatan

penelirian yang penpsunannya menggunaka[ metode yang berbasiskan metode

penelitian hukum.T

Pengkajian permasalahan pusat perbelanjaan adalah kajian mengenai penataan

perilaku, baik aparat pemerintah maupun masyarakat dan membuat pelaturan dari

yang sebelumn)" belum ada atau belum lengkap menjadi ada dan lengkap, maka

melode yang digunakan dalam men)usun naskah akademik ini adalah ),u dis

normatif yaig menggunkan pendekatan sosio ) ridis. Pada kajian hukum atau

penelitian sosio yuridis, hukum dikonsepkan sebagai pnnat sosial yang secara il

dikaitkan denga variable-va abel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala

sosial .vang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas,/sebab (i depende t

variable) yang rnenrfibulkan peigaflrh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan

sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (.Sosi,r-1ega I research).

7 Soelisqouati
Refleksi,Yay6m Obor,

Irisnto dan Sidhana, 2009, Vetode Penelilian Hukum Konslelasi Dan
h!l- )77 l,aa-



Bahan hukum y-ang digunakan dalam menJusun naskah akademik ini

seyogyanya bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.3

Selain itu juga menggunakan bahan hukum rersier atau pendukung untutr(

memperkuat argumentasi maupun gagasa[ yang diajukan. Bahan hukum primer

adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum dalam hal ini adalah

peratumn perundang-undangan- Bahan hukum sekunder adaiah dokumen atau

bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer s€perti

hasil penelitian atau kar)a rulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini. Berikut baha"n hukum yang digunakan :

a. Bahan Hukum P mer, yaitu bahan yang terkaii dengan pemturan perundang-

undangan mulai dari i

I. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Entang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Unda.1g Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miko Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,

Tamba"han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran

NegaE Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran ^-egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244,

Tambahan I-embarai Negara Republik Indonesia !-omor 4437)

sebasaimana relah diubah beberapa kah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daemh ( Lembaran Negara

3 C.I.G.SuDartari Hariono, I99ri, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada AiJiir Abad ke 2.
Aiunni, Bandung, hal I1.1



b.

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndone.ia \omor 567qJ:

6. Pe.aturan Peme ntah Nomor /l4 Tahun 1997 tentang Kemitraan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan

Lembaran Negaia Republik Indonesia \-omor 3718);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan cian

Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomo.46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3143):

8- Peraruran Presiden Nomor 112 Tahun 2007 rentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional- Pusat Perbelanjaan dan loko Modem;

9. Peraturan Menteri Perdagangan RI 
^\omor 

53 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Pcnataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modern:

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70lM-

DAC,?EPJI2/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar

Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko N{odem;

Il. Keputusan Menteri Perdaqangan Nomor 53/\4DAGi PER/I212008 te.tang

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tladisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modem;

12. Peratumn Daerah Kota Surabaya Nomor I Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

Bahan Hukum Sekunder berupa buku literature, buku pedoman. hasil penelitian,

hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan kajian akademik

rentang Pusat Perbelanjaan.

Bahan Ilukum Tersier adalah yaitu bahan lang memberikan petunluk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum p mer dan bahan hukum sekdnder, sepe.ti

Kamus Bahasa Indonesia atau aflikel-anikel pada surat kabar online.



Analisis Erhadap bahan hukum dan data ),ang diperoleh selanjutnya dilakukan

berdasarkan metode deskiptif analitik, yaitu peneiaahan terhadap konsep-konsep

pemikiran, asas-asas hukum. norma-noma hukum, dan sistem hukum yang

berkaitan dengan penyusunan tematika yang dibahas dan selanjutnya dipaparan

secara deskriptifagar dapat dibaca secara lebih u!uh dan komprehensii

Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatik, selanjurnya

dianalisis berciasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara

pemaparan terhadap analisis rentang isi yang berlaku, sistematisasi gejala hukum

yang dipaparkan dan dianalisis, i erpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas

hal yang berlaku.e

' Meuwissen. D.H.\,{. Tean tutkun Atiefsidhaflo
Huk n UNPAR-\o.2. \pn I 1994. Tahun XIL Bandung.

(pehetjehah). Dalan Pto jnsticia- Jurnot
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l. Kajian Teoritis

Bahwa landasan teoritik dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pusat

Perbelanjaan ini berpijak pada beberapa konsep teori yang saling berkaitan.

A. Kajian Teori dari Konsep Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum atau "Rechtsstaaf' tercantum dalam UUD 1945,

dirumuskan dengan tegas dalam Pasal I ayat (3) yang menyatakan. "Negala

Indonesia adalah Negara Hukum." Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan

bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan

adalah hukurn, bukan politik ataupun ekonomi.i0 Terdapat beberapa prinsip pokok

;-ang dijadikan pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara

modem sehingga dapar disebut sebagai Negara Hukum ( 7ie Rule of Law ata.u

Recheaat) dalafi artl yang .ebenamya, yaiturr :

l. Supremasi Hukum (Suple ocy of Lavt):

2. Persan, aan dalam HukIm (Equality befole the Lar)l

3. Asas Legalitas (Due Process oflaw):

4. PembatasanKekuasaan:

5. Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen:

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak:

7 Peradilan Tata Usa"ha \egara:

8. Peradilan Tata Nega.a (C o nstituti an al Cour t)l

BAB II

I(AJIAN TEORITIS DAN. PRAKTIK EMPIRIS

'c Gagasd \e$ra Hukum Indonesia, Prof- Dr. Jiml) Asshrddiqie, SH,

ittp: I s qN. irmlv. cornimakalah,ntrmafilrl3 slKonsep l\eeam Hukum Indoneria.pdl diakses pada 10

Ju.i:017.
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9. Perlindungan HakAsasi Manusia:

10. Bersifat Demokaris (Democratische Rechtsstaat):

ll.Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare

Rechtsstaat):

12. T.ansparansi dan Kontrol Sosial:

13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Oleh karena itu dalam pengimplementasiannya sebagai negara hukum, kebijakan. dan

kewelangan pemerintah dalam penataan dan pengeloiaan pusat perbelanjaan harus

seiaras dengan asas legalitas.

B, Kajiad Teori Kajiatr Teori tetrtaDg Hakekat Pusat Perbeldnjaan

Pusat Perbelanjaan acialah suatu area terte[tu yang rerdiri dari satu atau

beberapa bangunan _vang didi kan secara vertikal maupun horizontal. yang dijual

aiau disewakan kepada peiaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan

kegiaran perdagangan barang. Area tefientu yang diidentifikasikan sebagai ousat

perbelanjaan dapat berupa pasar tradisional maupun pasar modem.

Pasar merupakan kegiatan transakional yang menghubungkan produsen dan

ronsumen, ajang pertemuan antara penjual dan pembeli, antara pelaku usaha dan

masvarakat konsumen. Pasar memainkan petanan yang amat penting daiam roda

perekonomian, karena harga-haaga terbentuk di pasar.

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para penjual

dan pembeli dapat mengadakan tawar-menawar secam langsung. Barang-baaang

yaog dipe.jual belikan adalah barang yang berupa barang kebutuhan pckok.

Di dalam pasar tradisional sebagian besar sebagai adaiah pasar eceran (retail),

di mana pembeli menca barang sesuai kebutuhan sendiri. Sedangkan pasar

modern diidentikkan sebagai pasar grosir, pembeli membeli barang dalam partai

besar karena akan dijual lagi.

Pasar modem adalah pasar yang bersifar modem dimana barang-barang

Ciperjual belikan dengan harga pas dar dengan layanan sendiri. Tempat
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berlangsungnya pasar ini adalah di mal. plaza, dan tempat-rempat modem lainnya

Sebelum adanya pasar modem, pasar tradisional merupakan urat nadi

perekonomian rakyat, baik yang ada di kota maupun di pedesaan.

C. Kajiar Teori dari Konsep Asss Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

H.D wn Wijk-Koninenbelt dalam brrknnya Hoofdstrukken ran Admi slrutief

lecht, L984. p.i: Hukum administrasi, hukum tata pemerintahan, semuanya

fienyat\gkttt udminislratie, bestuur, heslurcn- Secara umlm dapai dikatakan: hukum

administrasi merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat

dengan masyarakal; dan pada sisi lang lain hukum administrasi merupakan hukum

yaig memungkinkan anggora mas]'arakat mempengaruhi penguasa dan memberikan

perlindungan terhadap penguasa.L2 Dalam hal inijelas bahwa penggunaan kekuasaan

peme.intahan tidak dapat lerlepas dari persoalan bagaimana rakyat memperoleh

perlirdungan hukum. Atis hal rersebut perlu kiranya .iiperoleh suatu kepastian

bellwa penggunaan kekuasaan oleh pemerintah telah ditetapkan batas-batas

kenenangannya.

Ke\\enansan dan tugas pemerintah daerah adalah pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah bersama dengan dengan DPRD- Urusan pemeaintahan daerah

merupakan pelimpahan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Pusal Dalam

Deirlelenggaraan urusan pemeaintahan, dilaksana-kan dengan asas-asas sebagai

bcrikut :'r

::H-D vo Wijk en Willem KoniJ.enbelt, Hooftutrukl,zn vn Adnin trutief rccht,LirEe\.nJ
Lemma B.\r Culemborg, 1988, hal l. (Liha1 Buku Phitipus M. Hadjon a al., Pensanlar Hukun
tdnlinistrdi l danesia (lntroductiah to the lhdonesi@ A.lninisiutbe azrl, cetaka. kedga Gevisi),
cadjah Mada LDiversiry Press, Yogyak3na, 1994, hal 27)
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D. Kajian Teori tetrtatrg Konsep TaEggung Jawab Negara

\egara harus mendorong dan melindungi masvarakat ]ang bebas, demokads

dan adil gui'u urenciprakan sebuah lingkungan yang damai, stabil dan memampukan

secara ekonomi, sosial dan kulturai, individu dan keluarga secam bebas dan

bermanabat.

c,

b.

1.

Asas Cesentralisasi, adalah penyerahan .rewenang pemerintah oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

peme ntahan dalam sistem NKRI;r{

Asas dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang peme ntahan oleh

Pemerin.ah kcpada Gubemur sebagai wakil pemerintah dan/aEu kepada

instansi vertikal di wila!ah te entu;r5 dan

Asas tugas pembantuan, adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah

dauatau desa dari pemerintah kebuparenfl(ota dan/atau desa serta daai

Demerintsh kat,upaten;'kota kepada desa untuk melaksanakan tr:gas tcrtentu.t6

Negara harus mendorong demokmsi. aturan hukum, pembangunan

berkelanjutan dan pemeriotahan yang baik, daII mendorong serta rnelindungi

hak asasi dan hak dasar guna memberdayakan individu dan masyarakat

medani.

Nega(a wajib memfasilitasi akses dan sumberdaya secata berkelanjutan, ridak

diskriminatii dan aman sejalan dengar perundang-undangan nasional dan

intemasional serta meiindungi aset yang penting bagi kelangsungan hidup

:;L;hai Pasal I angka 7 l-ndang-Undang Nomo.
Daemh.

'iDrd, Pasal I meka 9.
r6lrd. Pasal I &oka I i

2l Tahun 2014 tntans Pemerinuhan
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masyarakat, Negarajuga wajib menghormati dan melindungi aras sumberdaya

seperti tanah, ait hutan, perikanan dan ternak tanpa diskriminasi.iT

Tanggung jawab negara dalam menghormaLi, melindungi dan memenuhi hak

asasi manusia tidak terlepas dari enam prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia yang

merupakan rumusan dasar dan acuan standar dalam pelaksanaan hak asasi manusi4

vailu:!s

Universal dan tidak dapat dicabtt Qmiversal t)nd inalienabiliD,), llAM
merupakan hak yang meiekat diiliki oleh seluruh urnar manusia di dunia

memilikinla. Hak-hak tersebut tidak bisa di serahkan secara sukarela ataupun

dicabut

Tidak bisa dibagi (Indiyiribility) HAM baik sipil, sosial, budaya dan ekonomi

semuanya Inheren, menyaru sebagai bagaian dari harkat dan bartabat manusia

)ang tidak bisa dipisahkan.

Saling bergantung dan berkaitan (interdepe tlence an(l inteftelatioq baik

secara keselunrhan aiaupun sebagian, pemenuhan dari satu hak seringkali

berganrung pada hak-hak lajnya.

Kesetaraan dan tron diskiminasi (Equality and non discrinintition), Setiap

individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang lnheren

dalam harkat dan manabat masing-masing. Setiap manusia berhak

sepenuhnya alas hak-haknya tanpa ada perbedaan dengan alasan apapun,

sepeni alasan peabedaan ras, wama kulit, etnis, usia bahasa, agama, dan

pandangan lainya, kewarganegaaan dan latar belakang sosial, cacat dan

kekumngan tingkar kesejahteraan, kelahiran, status sosial lainya.

i Ailredo Sfeir-Younis 4. a\ , Pangan Don Hak Asai Manlsia Dalan Penbangunun,
lerjemahan da.i B\tkt Food 7nl Hunan Rights Ih DevetopnenL Penerjemah Hen., Thoms
Simarmara. Terbitan lndonesia Human Rigrhrs Comminee for Soc;al Jusrice, Jakarta 2011. Hal. 826-
327 _

r3Adnan Bulung Naution. et.al.,lLttnen Intemati.tnal Pakok Hak Asasi Man".rid. Yayasan
Obor lndonesi4 Yayasa bantuan Hukum Indonesi4 Kelompok Kerja Ake {rit Jak&{a,2006.

4.

2.

1.
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5. Panisipasi dan kontribusi (Participatioil tt .l contribution), Setiap orang dan

seluruh masyamkat berhak untuk berperan akifsebebasnla dan berarti dalam

partisipasi dan berkonrribusi untuk menikftati kehidupan pembangunan baik

sipil. politik, ekonomi sosiai dan budaya.

6. fanggulg jawab negara dan penegakan hukum (state responsibi]iq/) adalah

negara be(anggung jawab untuk mentaati HAM dalam hal ini mereka harus

lundirk pada norma-noma hukum standar yang lercantum dalam ;nstruien-

instrumen HAM, Seanciainya negara gagal dalam melaksanakan ta[ggunB

jalvabnl,a, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak unhrk rnengajukan

luntutan secara layak yang sesuaiatumn prosedur hukum yang berlaku.

Atas hal tersebut tanggung jaBab negara dalam me$ujudkan terselenggaranya

roda perekonomian, maka regulasi Pusat Perbelanjaan haaus mengandung prinsip adil

dan schat keamanan beru$ha, kemandiriarL kesamaan keduduka4 kemitraarl ketedban dan

kepastian hukum, kemanfaaEl ke5ederhanaarL kebersarnaarl kemanusian. atuffabel

dantransparaq befl ,a*asan lingkungan.

E. K.jian Teori tentatrg Konsep Peran Serta Masyarakat

Sistem partisipasi rak.vat pada dasamya adalah sebuah sistem partisipasi

dalam penveienggaraan peme ntahan yang harus didahului oleh adanya keterbukaan

pemerintah. Dalam pemikiran M.C. Burkens yang diuangkan Calam bukunya

'Beginselen va de democrulische rechtstaat" dinyatakan bahwa keterbukaen

sebagai salah setu syarat mininrum demokasi. Secara lengkap tentang s) arat

rninimum demokasiadaiah :ie

Pada dasamya setjap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan

yang bebas dan mhasia

Pada dasamya setiap orang mempunyaj hak untuk dipilih;

a,

b.

'Phiiipus M. Hadjon,Pe,'/in.hugoh Hukun Bqgi Ralq,at di ln.lonesid,P't. Bina tlm\
Surabaya. 1987, hal.1-
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c. Setiap orang mempunyai hak-hak politik berupa hak atas kebebasan

berpendapat dan berkumpul;

d. Bacian perwakilan rakyat berpengaruh dalam pengambiian keputusan

melalu, sarana (mede) beslissingsrecht (hak urtuk memutus) dan arau

melalui wewenang pengawasan.

e. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifatkeputusan yang

terbuka:

i Dihormatinla hal-hak minoriras.

Berdasar pada pemikiran Burketrs, maka keterbukaan adalah sebvah conditio

sine quohoh bagi penyelenggarMn pemerintahan yang demokratis. Tidak adanya

penrerintahan yang rcrbuka, maka tidak ada pemerintahan yang demokratis. Sejalan

dengan pemikiran tersebut, Ibrahim F.I. Shihata (saat menjabat sebagai General

Counsel dari Bank Dunia) mengemukakan empat unsur pemerinlahan ),ang dalam

paoses pembualan keputusan tidak sewenang-\ 'enang, yaiU :20

a. GoNernance by rule (pemerintahan berdasar hukum);

b. )ccoltntd bi lity (pefianggungjawaban)

c. Tra sparancy (Itmsparun);

d. Pdrticipatio (paftisrpasi)

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbukaan

pemerintah dan panisipasi adalah syarat mutlak terjadinya sistem pemerintahan yeng

demokatis. Dan hal itu sudah seharusnya juga menjadi pola dalam penyusunan

kebijakan publik dan tindakan pejabat publik di Indonesia. Untuk meu,ujudkan tujuan

lersebui diperlukafl adanya organisasi diperlukan organisasi perangkat daerah yang

dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efekif dan efi sien.

JAnr Seidman. er.al., P?r],rrunon Rancugan Lnio g untlokg Daldh perubohan

lylallaruiat /'cns Denolrol'.r, terjemalan Johanes Ustunan dkk Proyek ELIPS, Jakarfa, 20C1, hal. I
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Daiam lembaga insprddk tfidapat kegialan nyata yang dapat memberikan

pengaruh terhadap kebijaksanaan lingkungan dan bertindak dengan cara berdiskusi

dengan penguasa mengenai dampak kegiatan rerhadap lingkungan (meeweren,

meedenken, meespteken en meebeslissen). Walaupun daiam hukum lingkungan

administrative peran serta masyarakat mempunyai pengertian dan bennrk yang

berbeda sepeni inspraak, public hearing, public inquiry, da1 sebagainya, namun

terdapat ciri-ciri yang sama ::l

Beleidsbeinr,loeding door bij het beleid betrokfun burgers, in een vroegijdig

stadium. hinne een georganiseerde besluityormingsstruchtur, et een

redelijke invloed op de uiteindelijke beslissing.z2

F. Kajian Teori aentatrg Konsep PerlitrduEgatr Eukum

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang

dalam kepustakaan berbahasa Belanda 6etbvn:'i rechtbescherming t,an de burger:t

rcgen de oNctheids" dan dalam kepustakaan berbahasa lnggris -'legol prolection of
the indiNidllal i reletion lo acts of administratiye a thorities" .21

Perlindungan hukum terhaciap rakyat dalam ranah publik pengertiannya adalah

Cimana tindakan hukum publik yang dilalukan oleh penguasa dalam menjalankan

fungsinya sebagai pemerintahan tindakan yang dilakukan oleh penguasa dalam

bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah.2l

I Siri Sundari Rangkuti, Hukum Lingkunga. da Kebi.jaksdaan Linglungan Edisi Ketiga
AirlanggaUiive$ir] Press,Surabaya, 2005, hal. 283.

12P. deH^an et al., Bestu reecht in de Sociale Rech$srdr,, 2 "ongewijziede bijdruk, Kluwer-
Delenre.. 1978. hal. 13l-i32. Lihak juga Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dar
Kcbijakanaa! Linskunsan Edisi Kerga, Ai.legga Unr\ersity Press, Surabaya. 2005, haI.283.

:r Philipus \,{. Hadjon, Op.3rr, hal.1.
rr SH, marbun & M. nahfr,dMD. Pokok-Poktk H ktn Administtasi Xe}ai4 $oryakana.

l;beqv,?006), hal.7l
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Perlindungan hukum bagi ftkyat ("rechtbescherming tan de burgers tegen de

overheid.c" atEu ''legal protection of the goterned against adminislrutiye actions',

inherent pada konsep "rechtssla,tt" t\duputtkonsep "the rule o-f law ". Istilah.'negard

hukum" mengingarkan kira kepada konsep "rechtsstaat" maupun pada konsep .,rle

rule oJ law". Namun demikian hendaklah tetap d;sada bahua Republik )iang kita

bangun yang diproklamasikan pada tanggal l7 Agusrus 1945 berdiri di atas dasar

ideoiogy dan dasar falsafah negara Pancasila- Oleh karena itu konsep negata hukum

harus dikembalikan kepada Pancasila sebabagai landasannya, dan dengan sendirinya

"perlinCungan hukum bagi raKyar" harus digali pendasaraonya pada Pacasila karena

pengakuann),a akan harkat dan maftabar manusia secara insrrinsik melekat pada

Plncasila.2i

Dalam merumuskan prinsip-p nsip perlindungan hukum bagi rakyat (di

Indonesia). landasan pijakan kir.a adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar

falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada

konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan

konsep-konsep rechtssttat dar, "the rule of lavr". Konsep pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep

"rechtsslaat dalJ the rule of lau," menctptakan saranaiya, dengan demikian

pengakuan dan pe.lindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam

\\adah rechl.estoat dan "the rule of law", sebaliknya akan gersang di dalam negara-

nesaia diketor atau totaliter

Dengan menggunakan kcnsepsi Barai sebagai kerangka pikir dengan l3ndasan
pijakan pada PancasilL pri sip perlindmgon huhm bagi /abdl (di Indonesia)
adoLahptinsiryengahun dan perlindungan terhadap harkat dan martabat mdnutia
yang bersamber pada P:mcasiLr dan pri sip negara hukum yang berda.rarkan
Pancasild Pengak]uefr dan perlindungan terhadap harkat dan marlabal manusia
dikatakan bdnurxber pada Pancasila, karena pen8akuan dan perlindungan
lerhedapn)a secara instrinsik melekar pada Pancasila dan seyogianya memberi wama
dan corak serta isi negam hukum yang berriasarkan Pancasila.r6

jtbid, hat.Ix
r.Ibii.1s- 19.
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Perlindungan hukum bagi rakyat (',rechtbescherming yen de b rgerc tesen de
oteth.,:dt" a.ar--l!pl frctettion or rhe yot.r,1cd again:t atininisftattue a.linr
iDierenl pada konsep techt\staat " ma[ptm kansep..the rule oJ law '.lstiiah ,,netsara

hukum" mengingatkan kira kepada konsep "recilrstddt " maupun pada konsep ,ire
rale of l@- . Namun demikian hendaklah rerap disadari bahwa Republik yang kita
bangun yang diproklamasikan pada langgal 17 Agustus 1945 berdiri di aras dasar
ideology dan dasar falsafah negam Pancasila. Oleh karena iru konsep negara hukum
harus dikembalikan kepada Pancasila sebabagai landasanny4 dan dengan sendirinla
_perlindungan hukum bagi mklat" harus digali p€ndasarannya pada pacasila karena
pengakuannya akan harkar dan martabal manusia secara instrinsik melekat pada
Pancasila.r?

2. Kajiatr Terhadap Asrs,?ritrsip Terkait Tentang pengelolaatr pusat

Perbelaljaan Kota Surabaya

Asas Pembentukan PeraturaIt Perurdang-undangan

Menuru! kajian ilrnu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar

yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peratuEn kookit yang

terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan

perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat

Citemukan dengan mencfii sifat-sifat atau ci -ciri yang umum dalam peratu.an konrit

lersebur. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkrit (nyata), melainkan

merupakan latar belakang pelatumn yang konkrit dan bersifat umum atau abstrak.

Umumnya asas hukum ridak dituangkan dalam bentuk pe.aturan yang konkrit atau

pasal-pasal seperti misalnya asas rco, dsas res judicalo pro veritate habetur, asas lex

pasteriori derogst leglpliori dan lain sebagainya.28

,'Ibid. hal Ix

'z8 
Budr Unrung, Hukum dan Etika Bisnis. pe,erbir CV Andi Ofser: yosyakana,20t2.
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Asas-asas pembentukan pemtumn perundang-undangan yarg

algcmene begi selen ran behoorlijke regelgeving yang dibagi

baik berasal dari

dalam kelompok

Asas-asas formil:

l. Asas tujuan yang jelas (beginsel wn duidelijke doelstelling), yakni setiap

pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan

manfaat yangjelas untuk apa dibuar;

2 . Asas orgar/lembaga yang iepat (begillsel t on hel juisle oryaa ) , yakni serlap

jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ

pembentuk peraturan perundagundagan yang berwenang; peraturan

pei'undangundangan lersebut dapat dibatalkan 6,emietegba.rr) atao balal demi

hokum (tanrechtstege nieteg, bila dibuat oleh lembaga atau organ yang

tidak berwenang;

3. Asas kedesakan pembuatan pengaru.an 1, e t noodzake lij kh e i dsbe gi nsel) ;

4. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (het beginsel ran

uiuoerbaarheifl, yakni setiap pembentukan pemtumn perundang-undangan

harus didasarkan pada perhitungan bahrva perafuran perundang-undangan

yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena

telah mendapat dukurgan baik secara illosofis, )uridis, maupun sosiologis

sejak tahap perlyusunannya;

5. Asas konsensus /iet beginsel van de consensus).

Asas-asas materiil:

l. Asas terminologi dan sistematika yang benar (het beginsel wt duidelijLe

terminologie en duideli ke systenatiek);

2. ,A.sas dapat dikenali (hel beginselrall de kenbaarhei@;

" van der vlies. I C, Het Wetbegnpner Beginselen van Behoorljike Regelgeving, laicA
Lirgensij B.V, s. 1984.
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3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (het rechtsgelijkheidsbeginsel);

4. Asas kepastian huktm (het rechtszeL,erheidsbeginsel);

5. Asas peiaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (het beginselNtn

de i ndi'i duel e re cht s b e de I i n g) -

Selanjutnya dalam hubungaanya dengan fungsi asas-asas pembentukan

peratu.an perundang-undangan yang baik, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahv\,a

asas-asas umuft pembemukan alumn hukum yang baik berfunsi sebagai dasar

pengujian dalam pembenrukan atumn hukum (uji formal) maupun sebagai dasai

pengujian terhadap atuan hukum yang berlaku (uji materiil).r0

Asas-asas yang digunalan dalam pen)4rsunan Peratuan Daerah Pusat

Perbelanjaan ini selaras dcngan asas dalam pembentukan perafuran perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-unda.g No. 12 Tahun 2011 tenlang

Pembennrkan Peraturan Perund ang-und angan :

Pasal 6
(i) lv{ateri muatan Peraturan Perundang-ulda[gan harus menceminkan asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;

d. kekeluargaan;
e. ken u santaman:
t'. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahen;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan-/atau

.j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Asas timum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Untuk menciptakan produk hukum daerah mengenai pelayanan publik, maka

perumusannya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik,

r! Philipus M- Hadjo- Analisis Terhadap UL \o. I 0 Tahu 2004 tentang Pem bentukan
Peraturan Perundang-undang€& (Makalah), Seminar Hukum Nas;onal "Implementasi Lr u_ No. 1 0
Tahun 2001 dalam Legisl6i Daerah Berdasarkai t, U \o. 32 Tahun 2004. 'Bagian Hut-um Tata
Negar4 t-akulta Hukum UniversiBs A,rlangga, Surabaya,2l Mei 2005, hal 3.
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apaiat pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan publik yang lebih

profesional, efektif, efisien, sederhana, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaplii

yang selaras pada prinsip pemerintahan yang ba;k (good goyelfiance) seperti y^ng

lertuang pada Undang-undang No. 30 Tahuo 2014 lentang Administrasi

Pemerintahan :

Pasal l0
(i) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Unciang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum;
b. kemanfaatani
c. ketidakberpihakan;
d . kecermatan;
e. tidak menyalahgumkan keu,enangan;
i keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
il. pelayanan yang baik.

i\,lenurut Indroharto. AI--rPB sangat penting dalam kajian adminislrasi Negara,
disebabkan:31

1. AUPB merupakan bagian dari hukum positiflang berlaku;

2. AUPB merupakan norma bagi perbuaran-perbuatan administrasi Negara, di

samping norma hukum teftulis dan tidak tertulis;

3. AUPB dapat dijadikan alasan unruk mengajukan gugatan, dan ak:himya

AI]PB dapat dijadikan "alat uji". oleh hakim administrasi untuk menilai sah

tidaknya atau batal tidaknya keputusan Administrasi Negara.

rt lndrohato, "Asas-asas Umum Pemeriniahan Ya.ag Baik", dirnual dalam Paulus ElTendi
lc,ulJnsfl-d.r, hlm. l4?.
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BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERITNDANG-UND,LNGAN

TERKAIT

Penyusunan peraturmt daerah pada prinsipnya harus sesuai dengan ketentuan

sepeni yang termakub dalam Undang-undang No. 12 Tahun 20ll tenrang

Pembenlukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 14 yang berbunyi "Materi muaun

PeratLllan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten,4(ota berisi materi

muaan dalam rangka pen)€lenggaraan otonomi daerah dan lugas pembantuan se'ta

menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peratura:1

Perundang-undangan yang lebih tinggi." Kewenangan-kewenangan otonomi dan

rugas pembanruan tersebut bemsal dari satuan peoerintah yang lebih tinggi

lingkamya. Mengenai subnansi dari peratumn daerah kabupaten,&ota- pada

hakikamya merupakan implementasi norma hukum dari jenis Peratuiaa perundang_

undangan tingkat pusat sampai tingkar daerah Provinsi Materi yang diaiur dalam

undang-undang iu hanya terbat4s pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-

bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peratuan pelaksana undangundang yang

bersangkuta n-

Adapun hasil evaluasi dan analisis p€raturan perundang-undangan yang terkait

akan diuraikan dalam beberapa bagian sebagai berikut mulai dari hirarki yang

rrtinggi sampai dengan level peraturan daerah :

L. Undang-Lndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan daerah mer.rpakan salah satu perrlujudan dari sistem otonomi daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahrva pemerintahan daerah

berhak menetapkan peraluran daerah dan perafuran-peiatuan lain untuk

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal iniiah yang menjadi dasar

Kewenangan secara umum Pemerintah Daerah Kota Surabaya dalam mengajukan

aancangan peraturan daerah tentang pusar perbelanjaan yang didasarkan pada
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kebut han masyarakat kota Surabaya. Adanya kebutuhan terhadap pengaturan

mengenai pusat perbelanjaan tentunya tidak terlepas pembangunan hdonesia yang

berkerakyatan seperti yang ditualgkan pada Pasal 33 tt]D 1945, maka

pembangunan di lndonesia yang sedang giat dilaksanakan, ditujukan untuk

kesejahteraan masyamkat. Fungsi da.i sebuah negan adalah mewujudkan

kesejahleraan rakyatnya. Tanpa tujuan kesejahteraan bagi seluruh mirsyarakat

didalamnya, maka arah perkembangan suatu negam dapat diprediksikan al<an rentan

disalahgunakan oleh pihak-pihak tenenlu yang bertujuan untuk memonopoli

kesejahteraan untuk di nla, kelompokny4 ataupun kalangan tertentu dalam

j aringannya.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik IndoDesia Tahutr 1999 Nomor 42, Tambahatr

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Menurut UU No.8 Pasal I Butir I Tahun 1999, disebutkan bahwa

"Perlindrmgan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kepastian hukum untuk

melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus,

rnemberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu

merugikan hak. lmplikasinya dalam kaitannya dengan pengelolaan pusat perbelanjaan

Pemerintah Kota Surabaya adalah globalisasi dalam bidang ekonomi harus tetap

memperhatikan terjaminnya mutu dan kenyamanal di pasar saat konsumen

benran5aksijual beli barang rnaupun jasa.

Harapannya saat daerah dalam menyusun peraturannya adalah terdapat upay-a

pemberdayaan konsumen melalui peraturan daerah yang dapat melindungi
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kepentingan konsumen secara integrative dan komprehensif serta dapat diterapkan

secara efektil di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk

mematikan usaha para pelaku usah4 tetapijustru sebaliknya perlindungan konsumen

rjapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan

yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui prenyediaan barang datu'atau jasa

yang berkualiras.l2

3. Uddang-Utrdang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (Lembaran Negara Republik IndoDesia Tahun 200t Nomor 93,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor 4856);

Pelaku usaha sudah selayaknya mendapalkan dukungan, periindungan, dan

pengembangan usaha yang sama dalam kegiatan usahanya. Hal ini sebagai bentuk

untuk rneuujudkan pefiumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan

rakya!, sefla menciptakan lapangan pekedaan untuk mengurangi prosenrase

penganggumn yang berdampak pada tunrnnya angka kemiskinan. Bentuk

perlindungan dan dukungan teBebut dituangkan pada diundangkannya Lhdang-

Irndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah). Penerapan undang-undang tersebut diharapkan bisa dilaksanakan dengan

tegas dan efektif terutama didngkat operasioanl di daerah, sehingga dapar memberi

manfaat bagi masyarakai, pelaku usaha dan birokasi.

Pemberdayaan tiMKM yang merupakan solusi terbaik untuk mengoptimalkan

potensi sumberdaya nasional, sesuai amanal pasal (4) dan pasal (5) IJtl Nomor 20

Tahun 2008. Namun demikian menjadikan UMKM sebagai basis pembangunan

daerah yang sekaiigus meodukung keberhasilan pembangunan nasional masih

dihadapkan pada banyak masalah antam lain: 1) rendahnya produktifitas UMKM

I httrs //m ardva ntonqa rc.wordpress com/2013 /04/16/perlin d u n sa n-konsum en/. d iakses
tanggal30 Me]2017.
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yang berdampak pada timbulnya kesenjangan antara UMI(M dengan usaha besar; 2)

terbatasnya akses UMKM kepada sumberda,va produkif seperti permodalan,

teknologi, inlormasi dan pasar; 3) tidak kondusifnya iklim usaha yang dihadapi oleh

UMKM. sehingga terjadi marjinaiisasi dari kelompok ini.$

'1. Undang-Undatrg Nomor 7 Tahun 2014 teotang Perdagangatr (Lembaran

\egara Republik Indouesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembamn

Negara Republik Indonesia Nomor 5512)l

Pengesahan UU Perdagangan oleh DPR RI pada Februari 2014 menjadi sejarah

baru bagi Indonesia. Setelah selama 80 tahun lndonesia mengglmakan peratrran

penyelenggaraan Derdagangan BedJiifsreglementerings Ordo nantie (BO) tahun

l9l4 yang merupakan hukum *,arisan kolonial Belanda, yang artinya juga dengan

adanya UU Perdagangan teBebut maka akan mencabut ketennraD yang mengatur

mengenai perdagangan dalam Bedrijfsreglemenlerings Ordonnantie 1934, juga

mencabut undang-undang lain yang beEifat parsial sepe.ti Undang-Undang tentang

Bamng. Perdagsngan Barang-Barang dalam Pengawasan, dan Undang-Undang

tentang Pergudangan. Tujuan tlU ini untuk meningkatkan perekonomian nasional dan

berdasarkan kepentingan nasional. UU menjadi kepastian hukum dan memberikan

Iasa aman dalam berusaha.14

Pada Pasal 12- 13 dan 14 UU Perdagangan mengarur mengenai beberapa

ketentuan sarana perdagangan, termasuk didalamnla pasar tradisional, pasaa modem

maupun pusat perbelanjaan. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai

pembangunan, pemberdayaan. dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat

diatur dengan atau berdasarkan Pemturan Presiden. Esensi dari pasal-pasal Iersebut

adalah upaya mendorong daya saing perdagangan nasional, melalui perlindungan

rr Saudin Sijabat, "Dampak Penerapan Undanr undans Nomor 20TAHUN 2008 Tentang

UMKM Ierhadap Pen8embangan Kewirausahaan BagiUMKM", ITVFOKOP,9:89 (Juli2011).
r! Bayu Kflsnamurthr, "Membefl Kepastian Hukum cian Rasa An"an", /NI84 Edisi Pe|dand,

2a!4, h 26.
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pelaku usaha nasional, khususnya usaha rakyat. Untuk memberi ruang bagi tumbuh

kembangnya pasar, UU Perdagangan ini mengatur beberapa hal yakni: revitalisasi

pasar, zonasi! harmonisasi kemitraan dengan ritel modem, tata ruang, manajemen

pengelolaan pasar, dan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pedagang pasar. Ini

menjadi wujud nyata komitmen pemedntah untuk terus mendorong daya saing pasar

tradisional sehingga mampu sejajar dengan peritel modem lainnya.

Pada Pasal 14 dijelaskan juga, bahwa pemerintah maupun pemerintah daerah

sesuai dengan kewenangannya melal'ukan pengaturan tentang pengembangan.

penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat

perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha

dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan telap

memerhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan

menengah.yang dilakukan melalui pengahrran perizinan, tata ruang, zonasi dengan

memerhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

Melalui UU Perdagangan inilah, diharapkan pemerintah kora Surabaya dapar

rnelakukan pembenahan pada pasar tradisional dan pusat perbelanjaan modem, mulai

dari infrastruktumya, pengaturan hubungan kerja s.!ma yang seimbang antara

pemasok dan pengecer dengan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil,

dan menengah. Selanjutnya perbaikan manajemen, perbaikan kepada akses

penyediaan barang dan lain sebagainya.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetrtang Pemerintahan Daemh

(Lembaratr Negara Republik Indotresia Tahutr 2004 Nomor 244, Tambrhan

Lembamn Negara Republik Indotresia Nomor 4437) sebagaimrna telah

diubah beberapa kali terakhir deDgan Uldang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentatrg Perubahan Kedua Atas Undang-Undeng Nomor 23 Tahun 2014

tent ng Pemerintah Daerah (Lembaretr Negara Republik Itrdonesir Tahun
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2015 Nomor 58, Tarnbahan Lemb.rzn Negara Republik Indotresia Nomor

5679);

Undang Undang ini merupakan bentuk penyempumaan dari UU Pemerintahan

Daerah terdahulu yajtu UU i\uomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, UU ini memberikan panduan

tenrang reiasi pemerintah pusd dan pemerintah daerah. Terdapat pembagian urusan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan mengacu pada prinsip

negara kesatuan. Pembagian urusan tesebut terbagi atas urusan pemerintahan ),ang

bersifat absoiut, konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Menur.la Pasal 12 Urdang-Undang \omor 23 Tahun 2014 tentang

Peineriniahan Daerah salah satu urusan pemerin-lahan lvajib yang berkaitan dengan

pelayanair dasar yaitu Pasal 12 (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang be.kaitan

dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat (2) meliputi:

a) penCidikan;
b) kesehatan;
c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman
e) ketentemman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
1) sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I ayat (2) meliputi:

ienaga kerja;
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
pangan;
pertanahan;
lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
pembe:dayaan masyamkat dan Desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
perhubun gan ;

komunikasi dan informatika:

a)
b)
c)
d)
e)

0
c)
h)

D

J)
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k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
I) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) pe.pustakaafl; dan
r) kearsipan.

Dengan demikian, ketentran mengenai urusan pemerintahan berkaimn

pengaturan pust perbelanjaan yang didalamnyajuga diatur meDgenai pembe.dayaan

pelaku usaha miko, kecil dan menengah merupakan urusan pemerintahan konkuren,

yang berani ada pembagian tugas anEfa pemerintah pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.lj

6. Perefuran Pemerintah Nomor 44 T.hun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran

Negara Republik Indotresia Tahutr 1997 Nomor 91, TambahaD Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

Pemerintah dalam rangka unluk menrpercepat perwujudan peaekonomian

nasional yang mandi dan andal sebagai usaha bercama atas asas kekeluargaan,

berprinsip saling memerlukam, saling memperkuat dan saling menguntungkan, maka

diperlukan kerjasama antara pelaku usaha besar maupun menengah dengan pelaku

usaha kecil agar para pelaku usaha kecil. Untuk lebih memberdayakan pelaku usaha

kecil agar semakin cepat kuat dan berkembMg usahanya demi terwujudnya

perekonomian nasional yang semakin kuat, maka Peme ntah menerbitkan Peratumn

mengenai Kemifaan yaitu Peratuafl Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997.

Bentuk perlindungan kepada keberlangsungan usal-La kecil lebih khususnya

pelaku usaha yang ada didaerah dapat dilihat pada Pasal 7 bahwa:

r5 Lihal Pasal 9, Undang-undang No. 23 Tahun l0 I 4 rentang Pemenniaian Daemh.
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2.

1. ljsaha Besar dan arau Usaha Nlenengah yang bermaksud memperluas

usahirnya dengan cara memberi waralab4 memberikan kesempata'l dan

mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak

sebagai penerima waralaba untuk usaha )ang bersangkutan

Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara

waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar lbukota

P.opinsi harya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang

memenuhi ketei[uan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

7. Perarumn Pemeritrtah Nomor 32 TshuD 198 tenteng PembidarD dan

Pengedbangan Usaha Kecil (Lembaretr Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor,16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

37,13);

Pengembanga. usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat

kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia,

kewimusahaan. pemasaran, dan keuangan 16 Maka dari itu perlu untuk diatur

mengenai pembinaan dan pengembangan usaha kecil dalam Peraturan Pemerin"ah'

Dalam Peralwan Pemerintah \omor 32 Tahun i998 djjelaskan bahwa :

a. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh

pemerjntah. dunia usaha cian masyarakat melalui pemberian bimbingan dan

penyuluhan untuk menumbuhlon dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar

meojadi usaha yang tangguh dan mandiri sena dapat berkembang menjadi usaha

rnenengah.

Pemberdayaan adalah usaha ,vang dilakukan pemerinrah' dunia usaha dan

masyamkat daiinn bentuk Penumbuhar iklim usaha, pembinaan dan

pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memPerkuat

16 Munajad KLncoro, Ekonomik, Industn Indonesia" Menuju Negam lndustri Baru, hal368'

b.
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dirinya menjadi usaha yang angguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi

usaha menengah.

c. Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan daya

saing yang tinggi.

Berdasarkan bunyi Pasal 2li "Untuk menjamin kelancaran prograrn.

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengembangan usaha kecil

secara perpadu, Menteri dapat membentuk forum koordinasi pembinaan dan

pengembangan usaha kecil baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dan

anggotannya terdiri dari unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.", maka

dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pusat Perbelanjaan

drharapkan tujuan dari diterbitkmnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998

iiapat terlaksana khususnya bagi pelaku usaha di daerah.

8. Peraturan Presidetr Nomor 112 Tahun 2007 tentang PenataaD dan

PembiDaan Pasar Tradisiotrdl, Pusat Perbelanjaan datr Toko Modern;

Perpres No. 112/2007 (biasa disebut Perpres Pasar Modem), diterbitkan dan

ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Desember 20C7

lalu. Perpres tersebut diterbitkan dengan tujuan mengatur kebemdaan pasar ritel

modem yang semakin iama terus mengancam keberadaan pasar tradisional

Penurunan omzet disertai rendahnya minat konsumen, juga scbagai salah sar,r

penlebab matinya pasar tradisional- Memang tidak bisa dipungkiri, kondisi pasar

.radisional yang kurang nyaman. panas dan berdesak-desakan adalah ciri khas pasar

rradisional membua! konsumen enggan datang ke pasar. Ditambah legi, keberada3n

pasar-pasar modem yang berdekatan dengan pasar fadisional itu sendi

Enam pokok masalah diatur dalam Perpres yaitu definisi. zonasi, kemitlaan,

perizinan, syarar perdagangan (trading term), kelembagaan pengawas, dan senksi
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Soal zonasi atau tata ietak pasar tradisional dan pasar modem (h)?ermart), menurJt

Perpres, disusun oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu Peraturan Daerah

Kot3 Surabaya tentang Pusat Perbelanjaan ini dihaiapkan mampu sebagai peraturan

Iang Jebih rinci mengenai pengaturan tata letak atau zonasi keberadaan pasar

tredisional, pusat perbelanjaair dan toko modem.

9. Per.tumn Menteri Perdagangan RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang PedoEran

Perataan dan Pembinlatr Pasar Tradisional, Pusst Perbelanjaan dan Toko

Modcrn;

Lntuk melaksanakai keteniuan Pasal 14 Kepres No. l12 Tahun 2007 maka

diarurlah pedoman Penalaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

dan Toko Modem yang tertuang pada Peraruran Menteri Perdagangan RI Nomor 53

'l ahun 2008. Dengan mengacu pada Permendag Nomor 53 Pasal 17 :

Pengelolaan Pasar'fradisional dapat dilakukan oleh Badan Usaha ivliiik

Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, swas',a,

pemerintah, maupun pemerintah daeral-

Pemerintah dar/arau pemerintah daerah baik sendiri maupun secam bersama-

sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional

berdasarkan sistem manajemen profesional.

2.

1.

vlak3 diharapicm PeratLra! Dae.ah Kota Surabaya tentang Pusat Perbelanjaan dapat

mengatur pendirian pasar tradisional, kemitraan usaha, jenis dan kewenangan

penerbitan izin, pemberdayaan pasar tradisional dan pembinaan se a

pengal,rasannya.
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10. Pemturatr Daerrh Kota Sur8baya Nomor I Tahun 2010 tentatrg

Penyelenggaraan Usaha di Bidatrg Perdagangan dan Perindustriatr;

Menyikapi amanat dari Peraturan Presiden Nomor Il2 Tahun 2007 dan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 5344-

DAC/PER/122008, Peme ntah kota Surabaya menerbitkan Pemturan Daerah Koia

Surabaya Nomor I Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang

Perdagangan dan Perindustrian. Peratumn daerah Kola Surabaya Nomor I Tahun

2010. Sebagian besar materi dari perda tersebut berisi mengenai pasar modem dan

pasar tradisional, namun pembahasannya masih belum jelas atau abu-abu, hal ini

dikarenakan hanya mengatur mengenai pokok bab saja, sama dengan kedua peratunn

yang menjadi rujukan dibua.nya perda ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun

2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/ M-

DAGr?ER/r 2/2008.

Keterkaitan antara Perda Kota Surabaya Nomor I Tahun 2010 dengan dua

peratu.an yang menjadi rr.ljukan rersebut adalah mengenai rnasalah zonasi, pada PerCa

Kota Suabaya Nomor I lahun 2010 mengenai zonasi diatur pada Pasal 37 yang

berbunyi lokasi untuk pendirian Toko Modem u'aj ib memperhatikan:

Rencana Tata Ruang Wilalah Kota

Rencana Derail Tata Ruang wilayah Kota, relmasuk peraturan zonasinya

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, dan

Jarak antara Toko Modem yang akan didirkan dengan Pasar Tradisional yang telah

ada sebelumnya.

e.

b.

c,

d.

Pembahasan Pasal 37 tersebut hampir sama dengan mate.i muatan pada Pasal 4

ayat I Perpres. Kedua peraturan tersebut kurang spesifik dalam mengaturjarak antara

toko modem dengan pasar tradisional. Ketidakjelasan aturan mengenai zonasi
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tersebut dapat mengakibatkan benar-benar hilangnya eksistensi dari pasar tradisional.

karena penumbuhan toko modern semakin menjarnur dan bercampur dengan pasar

tradisional.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah yang lebih

spesifik lagi yaitu Peraluan Daerah tentang Pusat Perbelanjaan diharapkan dapar

melindungi kepentirgan rakyam)a sendiri, khususnya kepenlingan para pedagang

dalam pasar tradisional, dimana banyak pasar tadisonal di Surabaya yang

disekitamya juga berdiri pasar modem-
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BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

IV.1. LA,\DASAN FILOSOFIS

Dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang

yang tangguh dan berkuaiitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada

pefiama landasan yu:,idis (juridische gelding); kedua landasan sosiologis

(sociologische gekling); ketiga landasan filosoiis Qthilosophical gelding).J1 Llnl*

menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum

nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan

Philippe Nonet dan Phiiip Selznick dalam buknnya ' Ldw dn.l Society i Trdnsilion :

Toward Responsfue Ia\,'. politik hukum nasionai bertujuan menciptakan sebuah

sistem hukum nasional yang rasicnal, tmnsparan, demokatis, otonom, dan responsif

terhadap perkembangan aspirasi dan ekspeltasi masyarakat, bukan sebuah sistem

hukum yang bersifat rnenindas, ortodoks, dan reduksionistik.l8

Penoimaan nilai-nilai Pancasila terBujud dalam Undailg Undang Negara

Republik Indonesia tahun 1945 (L.LID NRI 1945). UUD NRI 1945 terdiri dari

pembukaan dan pasal pasal- Muqaddimah UUD NRI 1945 berisi tenrang tataoan ideal

yang hondak dicapai sel1a basis ideologis yang mendasarinya. Tujuan bemegara

diuraikan dalam paragruf empat- Menurut Alinea IV Pembukaan UUD 1945, tujuan

negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaiao

abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteman umum.

mencerdaskan kehidupan bangsa dan pencapaian rujuan negara yang lain, maka

apgmtur pemerintah, temasuk pemerintah daerah perlu memahami bahwa

pengelolaan pasar tradisional merupakan bagian pelayanan publik yang merupakan

r7 Bagi. \lanan, D6a.-d6d Konstitusional Peraturan Perundang-undaDgan Nasiona!.

Fakult6 Hukum llniveEiias Andala, Padang, 1994,hlm. i3-21.
13 Soedjono DirJjosisworo, Pengantar IImu Hukum,lakata, R5j3wali Pers, 1984, hlm. .19.
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tanggung jawab pemerinEh daerah. Oleh karenanya kedudukan Pemerintah daerah

pada hakikatnya adalah pelayan masyamkat, sehingga secma filosofis, pelayanan

kepada masyarakat atau pelayanan publik merupakan penjabaran dan implementasi

tuj uan negara.

Penyelenggaraan negara yang demokratis dilaksanakan dengan mengutamakan

keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam

mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis sistem pemerintahan ini

dikenal dengan sistem desentalisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu

ierbentuknya daerah otonom dan ofonomi daerah.

Denga. demikian seca.a ljlosofis, pengelolaan pusat perbelanjaan sebagai

bagian dari pelayanan publik bukan saja kebutuhan masyarakat, akan tetapi jusa

merupakan kebutuhan Negare dalam rangka penyelenggaran kehidupan bemegara,

berbangsa dan bermasyamkai dalam meuujudkan we$are stole \egara

kesejahteraan) yang berorientasi pada kesejahteEan rakyat.

IV-2. LAI\iDASAN SOSIOLOGIS

Saat ini pemerintah percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlakr.l

sesuai dengan hukum permintaan dan pena*aran, padahal dalam kenyataannya.

pengusaha besar dapat semena-mena mempernainkan harga sembilan bahan pokok di

toko modem seperti Supermarket, H]?ermarket, N{al atau Super Mall, Trade Centre,

dan Mini Market, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak

pedagang kecil di pasar tradisional.

Pertumbuhan pas,[ modem paAa 2009 cukup luar biasa, berbanding terbalik

dengan kondisi cukup luar biasa, berbanding terbalik dengan kondisi pasar

iradisional. Pada per 2009 telah tercalat lebih dari 210 minimarket .ersebar di 31

kecamatan di Surabaya. Artinla, rata-rata di setiap kecamatan terdapat tujuh
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minimarket. Pada 201C, jumlah tersebut akan terus bertambah seiring semakin

gencamya pembangunan malmal baru di Surabaya Persebaran minimarket dan

supermarket te6ebut sMgai tampak tidak terkendali. Di kawasan Surabaya Selatan

beridiri 48 persen di anlara keseluruhan pasar modem di Surabaya Hai itu

mengindikasikan bah\\a tidak ada regulasi yang mengatul sebamn pasar modem agar

terdisffibusi seca@ be mbang. Dengan kata lain, pertumbuhan pasar modern di

>Lrraba;a bergerak begitu lidak terkendali.'o

tintuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan Pemerintah rialam

hal ini Pemerintah Kota Su.abaya harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro

serta eksistensi pasar radisional sebagai ciri khas kota Surabaya melalui penerapall

regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi

mereka. Bagi pelaku ekonomi di tingkat menengah, besar, dan ralsasa' regulasi teiap

akall mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia

usaha yang adil.

IV.3. LANDASAN YURIDIS

Sebagai sumber hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan

dua hal yang bisa dijadikm rujukan bagi peraturan perundangan dibswahnya yaitJ

rentang hak dan pemngkat-perangkat untuk melaksanakan hak hak tersebut Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa lndonesia. mengatul dalam

Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal i'l

menyatakan:

l) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan-

'q F ;nt! Nuhatliyanti, 'GLrnra \eoliberalisme: Pasar Modem d Pasar Tradisional"' Jum'l

Politik Muda Vol2No l, Januari'Varet 2012,ha172.
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2) Cabang-cabang produksi .vang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hiduP orang banyak dikuasai oleh negara'

3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar_besar kemakmuran

.akyat.

4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efi siensi berkeadilan, berkelanjut' efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian' serta

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan euan

ekonomi nasional

5) Ketentuan lebih laniut mengenai pelaksanaan pasal ini di atur dalam

undang-undang.

Sejalan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 di aias, maka pembangunan di

lndonesia yang sedang giat dilakanakan, ditujukan untuk kesejahieraan masyamkat

Kesejahteraan masyarakat ada)ah tujuan dari berfungsinya sebuah negara Tanpa

tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat didalamnya, maka arah perkembangan

sualu negara dapat diprediksikan akan rcntan disalahgunakan oleh pihak-pihak

tedentu -v-ang benujuan untuk memonopoli kesejahterean untuk dirinya'

kelompoknya, ataupun kalangan tertentu dalam jaringannya

Atas dasar itu, Kota Surabaya sebagai salah satu Pemerintahan di daerah perhr

mengatur Pe.aturan Daerah Tentang Penataan, Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modem yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna

menunjang dan memenuhi kesejahtaraan masyarakat-

Pada kajian yuridis berikut, pengelolaan pusat perbelanjaan dilinjau

berCasarkan peratumn perundang-undangan yang terkait yang dapat diiadikan acuan

dalam pembahasan atau pengkajian p€ngelolaan Pusat perbelan-jaan, dan tidak

tertutup kemungkinan pemturan perundangan yang ada di atas Perda dimakud jlstrLr
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berposisi sebagai konsedemnsi yuridis Perda Pusat Perbelanjaan yakni sebagai

berikut :

l. Peratumn Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem;

2.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12I2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko \,4odem;

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor I Tahun 2010 tenEng

Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perirdustfian;

4. Peraturan Menteri Dalam Nege Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan l)an Pemberdayaan Pasar Tradisional.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PERBELANJAAN

KOTA SURABAYA

V.1. Ketentuao Umum

Bagian ini berisi tentang definisi-definisi serta istilah istilah yang dipakai dalam

peraturan daerah tentang pusat perbelanjaan ini. Selain itu, dalam ketentuan umum ini

terdapat ketentaun penyingkatan terhadap frase tertentu- Sebagian besar konsep dasar

lang ada dalam ketentuan umirln ini mengambil dari 8. Peraturan Presiden

\omor 112 Tahun 2007 tenumg Penatzurn dan Pembinaan Pasar Tmdisional. Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modem. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi konsep

serta konsistensi norma yang dikandungnya.

Beberapa defi nisi-defi nisi terscbut meliputi:

Daerah adalah Kora Surabaya;

Pemerintah Daemh adalah Pemerintah Kota Surabaya;

3. Dewan Perwahlan Rakyat Daemh yang selanjuhya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kora Surabaya.

4. Dinavlrstansi yang terkait adalah Dinas,4nstansi yang berwenang dalam Dinas

Perdagan8an dan Perindustdan Kota Sumbaya

5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerinrah Daerah untuk mengatur

dan menata kebemdaan dan pendirian pasar modem di sualu daeral! agar tidak

merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

yang ada;

6. Pelaku Usaha adalah sedap omng perseomngan warga negara lndonesia atau badan

usaha yang berbenluk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
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8.

9.

7.

ic.

ll.

i2.

s.

berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;

Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara

langsung maupun tidak langsung. untuk melakukan transalsi PerdaSangan;

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,

Swast& Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerja

sama dengan swas@ dengan tempat usaha berup4 Toko, Kios, Los dan Tenda yang

dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengai. swadaya masyarakat atau

koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil alan dengan proses jual beli barang

dagangan dengan tawar menawar;

Pusat Pe elanjazn adalah suatu area tertenlu yang Erdiri dari saru atau beberapa

bangunan yang dididkan secaru vertikal maupJn horizontal, yang drjual alau disewalan

kepada pelalu usaha atau dikelola sendiri untul melskukan kegiatan perdagangan

barang;

Pasar modem aalalal pasar yang dibangun dan dikelola oieh Pemerintah, Swasta, atau

Koperasi yang dalam be$uknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti Mali, Plaza dan

shop[ng center sefta sejenisnya dimana pengelolaannya dilakanakan secara modem dan

mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan maoajemen b€rada disatu

langaq bermodal rclatiflebih kuat, dan dilengkapi label ha.ga yang pasd:

foko adalal bangunan gedung permanen dan arau semi p€rmaneo yLqg fungsi usahanya

diBmakan unruk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual;

Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (srvalayan), meniual

berbagai jenis bamng secara eceran baik yang berbentuk Minimarket Supennakel

Departement Store, Hypermarker alaupun grosi. yang berbentuk perkuiakan;

Pen8elola jaringan Toko swalalan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha

melalui safu kesatuan manajemen alan sistem pendistribusian barang ke olnlel/ gemt

y3ng me.upakan jaringamya;
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20.

21

15.

16.

t9

14.

l'7.

18

Pemasok adalah pelalu usaha yang secara temllll memasok barang ke loko swaiayan

dengan lujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usala;

Usaha Miko, Kecil dan luenengah yang selanjutnya disingkat UMKM ialah kegiaun

ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang mengenai Usaha Mikro,Kecil dan Msnengah;

Kemitraan ada.lah ke.jasema dalam keterkaitan usah4 baik langsung maupun tidak

laDgsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, meinpercayai, memperkuat dan

menguntungkan antar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar;

Persyararan perdagange!\ (Ttoding Terns) adalah syaral-syarat dalam perjanjian

kerjasama antara Pemasok dengan Toko swalayan dar/alau Pelgelola Jaringan Toko

s1\alayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan

dalam Toko swalayan yang bersangkutan;

lzin Usaha Pengelolaan Pasar tradisional yang selanjirtnya disingkat IIIPPR adalah izin

usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar aadisional;

Izin Usaha Pusar Perbelanjaan yang selanjutnya disingkal IUPP adalah izin usaha

pengeiolean Pusar Perbelanjaan;

Izin Usaia Toko Swalayan yar,g seianjumya disin*at IUTS adalah izin untuk dapat

melakanakan usaha penSeloiaan Toko swalayan;

Pasar Tradisionai adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintab Pemerintah

Daerah, SwasM. Badan Usdha Milik NeBara dan Badan UsLha Milik Daerah termasuk

kerjasama dengan swa$a dengan tempal usaha benpa toko, kios, los dan tenda yang

dimiliki/dikelola oleh pedagans kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi

<iengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan

melalui tawar menawar.

22. Jaringan mini:narket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang

minimarket melalui salu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian bamng ke

outlel atau gerai yang merupakan jaringaffrya;
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26.

27.

23.

24.

25.

Pertokoan adalah komplek toko atau derean toko yang masing-masing dimi)ik dan

dikelola oleh perorangan atau badan usah4

Toko Serba ada adalal sarana alau tempat usaha untuk melakukar penjualan berbagai

macam barang kebutuhan ruma} tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang

disusun dalam bagian ya,rg terpisah-pisah dalam benruk counrcr secara eceran;

Minimarkel adalah sarana atau tempat usaha untuk meiakukan penjualan bamnfbarang

kebuoian sehari-hari secari! ecefttn langsung kepada konsumen dengan cma pelayanan

mandiri (swalayan);

Supermarket adalah sarana alau rempat usaha untuk melakukan penjualan barans

barang kebutuhan rumah tangga lemasuk kebuuhan sem-bilan pokok secam eceaan dan

Ie-.rgsung kepada komumen dengan ca.ra pelayanan mandiri (swalayan);

Hypermarket adalah sarana arau lempat usaha untuk melakukan penjualan barang

barang kebutuhan rumah iangga termasuk kebutuhan senbilan pokok secara eceEm dan

langsung kepaala konsumen, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko swala\an

dar toko serba ada yang menyat-u dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan

secara tunggal;

28. Pusat Perbelanjaan adaiah suatu area tertentu yang terdiri dari satu alau beberapa

bangunan yang didirikan secaa leftical maupun horizontal, I'ang dijual atau diseuakan

kepada pelaku usaha atau dikelola sendid untuk melakukan kegiatan perdagangan

barang;

29. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan

perdagangan. rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntuklGn bagi kelompok,

peiomngan, perusahaan aiau koperasi untuk melakukan penjualan barang+arang

dan,'atau jasa dan terletak dalam bangunadruangan yang berada dalam suah] kesaruan

wiiayah/tempat.
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10. Izin Usaha Pengelolaan Pasar tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha

Toko swalayan adalah izin Untuk dapat melaksanakan usaha pengeloiaan pasar

tradisional, pusat perbelanjaan, toko swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar

tradisional, usaha mikro. kecil. menengatL dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat

dengan pasar modem, roko s\ialayan dan sejenisny4 sehingga tetap eksis dan mampu

berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.

Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daemh dalam melindungi pasar

tradisional, usaha mikro, kecil, menenga}, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu

berkembang menjadi sualu usaha ),ang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan

fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modem.

Usa.ha Miko Kecil dan Menengah yang selanjumya di sebu l,'MllM adalah kegialan

ekonomi yang berskala Miko Kecil dan menengal sebagaimana dimakud dalam

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miko Kecil dan Menengah.

Kemitraan adalah kerjasama usaha antam Usaha Kecil dengan Usaha Menengah Can

Usana Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan

Usaha Besar dengan memp€rhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan

saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerinlah Nomor 44

Tahun 1997 tenaan8 kemitraan-

Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur

pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengenaialian yang disusun untuk setiap zona

peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dar/atau Jasa yang dilakukan oleh

Pelaku Usaha di Indonesia.

Bahan pokok adalah kebutuhan pokok meliputi beras, minyak goreng gula, kopi, sabun,

terigu ikan asin dan telw, bawang merah dan bawang putih, cabe rawit dan cabe merah.

daging, sandang.

35.

31.

31.

33.

34.

t6.
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3E. Hak pengelolaan adalal hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelakanaannya

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

39. Halaman atau palataran pasar adalah bagian dari pasar yang belum didirjkan bangunan

dan berfungsi sebagai salah satu fasilitas Pelayanan Pasar.

40. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama

dengan cirri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata r'ata tinggj, dan jumlah jalan masuk

dibalasi secara berdaya guna.

,+t. Jalan kolekor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul

atau pembagi dengan ciri perjalan jamk sedang, kecepalan rala fita sedang, dan junlah

jalan masuk d;batas;.

42. Jalar lokal adalah rnerupakan jalan umum .vang berfunBsi mela],ani angl:utan setempat

dengan ciri peialanan jarak deka! kecepalan rata- rala rendal! dan jumlah jalan masuk

tidak dibatasi.

43. Jalan lingkungan adalah rnerupakan jalan umum yang bedonSsi melayani angkutan

lingkungan dengan ciri perjaianan jarak deka! dan kecepatan rata- mta rendah.

44. Sistem jaringan jalan primer adalai merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan

pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah dilingkat

Nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusar-

pusat kegiatan.

45. Sislem jaringan sekunder adalah merupakan si*em jaringan jalan dengan peranan

pelayanan distribusi barang dafl jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan-

V.2. Materi Peraturan Daerah

Materi dalam raperda ini terdiri dari beberapa Bab. Bab II melipuri asas dan tujuan

yang berisi prinsip p nsip yang dipakai dan menjjwai keseluruhan raperda. Selain itu

terdapat tuiuao yang akan dicapai dengan adanya raperda ini. Selanjutnya pada Bab
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lll akan diatur tentang ruang lingkup dari perda ini. Ruang lingkup perda b.risi

jangkauan materi yang ada dalam Pengelolaan Pusal Perbelanjaan meliputi:

L Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan

2. Klasifikasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;

3. Pengelolaan

,1- Perlindungan Dan Pemberdayaan Terhadap Pasar Tradisiolal

5. Hak, Kewajiban Dan Larangan

6. Perizinan

7, Keuangan

8. Pembinaan Dan Pengawasan

9. Sanksi

V,J. KetentuaD Perelihan datr Ketentuan Penutup

Sub bab ini berisi tentang ketentuan peralihan yang memberikan mekanisme

transisional terhadap pemberlakuan perda. Pengaturan tentang ketentuan peralihan

dilakukan untuk menghinda kekosongan hukum, memberi jaminan kepastian hukum

serta memberikan proteksi terhadap pihak pihak yang nantinya terdampak dengan

pernberlakuan perda ini. Ketentuan penutup berisi rcntang pengundangan sekaligus

penegasan atas pencabutan ketenhran lama yang sudah tidak relevan maupun

be(entangan dengan perda ini.
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BAB VI

PENUTLIP

6.1. Kesimpulan

Keberadaan toko modern seperti loko swalayan dan pusat perbelanjaan

inodem lainnya telah kita sadari dapat memenuhi kebutuhan masyaraka! serta

menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabay4 yang selanjutn_va

berdampak pada roda perekonomian nasional, Etapi disisi lain dapat menggeser

keberadaan pasar tradisional yang ada karena dalam kenyataannya banyak warga kota

Surabaya yang lebih memilih berbelanja di roko modem, karena berbagai alasan

seperti sa@na dan plasarana, kenyamanan, juga hiburan di dalarmya, sedangkan

keberdaan pasar tradisional keberadaan penataannya kurang nyaman seperti kumuh,

sumpek, becek. bau tidak sedap.

Menciptakan penar.aan dan pengelolaan )raEg sinergi antaaa pasar tradisional

dengan pasar modem, yang salah satunya dengan dibuatnya Peraluran Daerah tentang

Pusat Perbelanjaan, sehingga mensinergisan keberadaan pasar tradisional dengan toko

modem. Selain itu juga dapat mengakomodir kebutuhan yang diinginkan diantara

kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat mengandung rasa keadilan dan

keberlangsungan yan8 saling harmonis dan sama-sama saling menunjang, sepeni

bantuan permodalan usaha kedit menengah (UK\4) oleh pemerintah kepada pam

pedagang kecil, penataan tara ruang lokasi yang nyaman dan terjangkau oleh para

pedagang kecil-

6.2. Saran

Pemerintah dalam hal ini Peme ntah Kota Surabaya diharapkan lebih bijak

dalam membuat regulasi yang jelas dalam mengatur pasar modem dan pasai

radisional agar tercipta hubungan yang benar- benar sinergi meskipun antara pasar

modem dan pasar [adisiona] akan terus ada jurang. Dan pemerintah harus bertindak

4A



netral dalam persoalan ini, agar menyelesaikan permasalahan ini juga tidak

timpang yang akhirnya akan merugikan salah satu pihal< dan kebijakan tercebut

dapat terimplementasi maksimal dalam menyelesaikan permasalaha[. Sosialisasi

kcbijakan kepada pihak pasar atau pelaku usaha juga diperJukan, agar tidak terjadi

kesalahpahaman antara pemerintah dan pelaku usaha.
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